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ABSTRAK 

Pilkada 2015, terdapat sesuatu yang baru dan berbeda dari Pilkada 
sebelumnya yaitu penyelenggaraannya secara langsung dan serentak. Pilkada 
serentak lahir setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 yang 
sebelumnya mengalami perjalanan panjang. Daerah yang akan mengikuti Pilkada 
serentak 2015 sebanyak 269, setelah KPU membuka pendaftaran hingga batas 
akhir pendaftaran terdapat tiga daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon 
kepala daerah yaitu Kabupaten Blitar, Tasikmalaya, dan Timur Tengah Utara. 
Melihat fenomena tersebut banyak pengamat mulai mengeluarkan pendapat 
tentang apakah Pilkada pada tiga daerah yang hanya memiliki satu calon akan 
tetap dilakasanakan atau tidak mengingat belum ada peraturan undang-undang 
yang membahas tentang masalah tersebut. Akhirnya setelah Mahkamah Konstitusi 
melakukan pengujiian, keluarlah Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang 
didalamnya menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon 
kepala daerah dapat mengikuti Pilkada serentak. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan politis yang 
bersifat deskriptif. Selain itu, penelitian ini secara umum menggunakan teori 
Siyasah dengan mengerucutkan teori tersebut menjadi teori siyasah dusturiyah 
tentang imamah dan didukung dengan prinsip-prinsip siyasah untuk menganalisis 
putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Dalam kitab al-Ahkam as-
Sulthaniyah karya Imam al-Mawardi dijelaskan bahwa memilih pemimpin untuk 
sebuah wiliyah hukumnya adalah wajib. Perihal hanya terdapat satu calon imam 
yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam dalam buku tersebut 
dijelaskan bahwa mayoritas fukaha dan teolog bersepakat untuk tetap 
melaksanakan pengangkatan terhadap calon tersebut dengan syarat harus ada 
persetujuan dari golongan pemilih. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Putusan 
Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon tunggal ikut dalam Pilkada 
implementasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mahkamah Konstitusi 
dengan segala kewenangannya melakukan improvisasi yang berbeda, namun tetap 
sesuai dengan UUD 1945 yang intinya untuk melindungi hak konstitusional warga 
negara, serta sesuai dengan konsep Pengangkatan Imamah dalam fiqh siyasah 
dengan tujuan utamanya untuk menjaga kemaslahatan yang bersifat umum. 

 

Kata kunci: Kepala Daerah, Calon Tunggal, Pilkada Serentak. 
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MOTTO 

 

Dalam bahasa yang paling sederhana, 

pemimpin adalah orang yang tahu benar 

kemana dia ingin pergi, lalu bangkit dan 

mulai berjalan.  

(John Erskine) 

Pemimpin mencapai suksesnya melalui 

pelayanan kepada orang lain, bukan 

dengan mengorbankan orang lain.  

(H. Jackson Brown, Jr) 

Apabila ada dua orang laki-laki yang 

meminta keputusan kepadamu maka 

janganlah engkau memberikan keputusan 

kepada laki-laki yang pertama sampai 

engkau mendengarkan pernyataan dari laki-

laki yang kedua. Maka engkau akan tahu 

bagaimana enkau memberikan keputusan 

 (HR. Turmudzi) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 05936/U/1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

 
Huruf Arab 

 
Nama 

 
Huruf Latin 

 
Nama  

  ا

  ب

  ت

  ث

  ج

  ح

  خ

  د

  ذ

  ر

  ز

  س

  ش

 

 
Alif 

Ba’ 

Ta’ 

Sa’ 

Jim 

Ha’ 

Kha’ 

Dal 

Zal 

Ra’ 

Za’ 

Sin 

Syin 

 

 
Tidak dilambangkan 

b 

t 
 
ṡ 

j 

ḥ 
 

kh 

d 
 
Ŝ 

r 

z 

s 

sy 

 

 
tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik diatas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 
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  ص

  ض
 

  ط

  ظ

  ع

  غ

  ف

  ق

  ك

  ل

  م

  ن

  و

  ه

  ء

 ي

Sad 

Dad 

Ta’ 

Za 

‘ain 

gain 

fa’ 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

waw 

ha’ 

hamzah 

ya 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

‘l 

‘m 

‘n 

w 

h 

’ 

y 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

‘el 

‘em 

‘en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap   

 

ّ	دةـ���  


ـّ	ة    

 

ditulis 

ditulis 

 

Muta’addidah 

‘iddah 

 

III. Ta’marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 



xii 

 

 

��
�  

���� 

 
ditulis 

 

ditulis 

 
hikmah 

 

jizyah 

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis h 

 
 

 آ�ا��ا�و���ء
 

Ditulis 
           

Karāmah al-auliya’ 

 
 

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 
ditulis t 

 
 

�� زآ�ة� ا�
 

Ditulis 
           

zakātul fiṭri  

 
 
IV. Vokal Pendek 

  
__َ__  

__ِ__ 

_ُ___ 

 

 
fathah 

kasrah 

dammah 

 
ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a 

i 

u 
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V. Vokal Panjang 

  
1.  
 
2. 
  
3.  
 
4.  
 

  

  Fathah + alif                          ��ه���
 

	
��                   Fathah +  ya’ mati 
 


 Kasrah + ya’ mati                    آ��
 

Dammah + wawu mati      وض�� 

 
ditulis 

 
ditulis 

 
ditulis 

 
ditulis 

                      
ā   jāhiliyyah 

 
ā  tansā 

 
ī  karīm 

 
ū   furūḍ 

 
VI. Vokal Rangkap 

  
1. 

  

 

2. 

 

 
Fathah + ya mati 


����  

  

Fathah + wawu mati 

 ��ل

 
ditulis 

ditulis 

 

ditulis 

ditulis 

 
ai 

bainakum 

 

au 

qaul 

 
 
VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 
 

  

  أأ#�"


  ّ	 تـأ

&�
' ()�" 

 
ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a’antum 

‘u’iddat 

la’in syakartum 

 
 
VIII. Kata sandang Alif + Lam 

a.  Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el) 



xiv 

 

 

  ا�+�ا ن

 سا�+�� 

Ditulis 

Ditulis 

 
Al-Qur’ān 

                       
Al-Qiyās 

 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 
 

 

  ا�-��ء

 ا�/�.

 

ditulis 

ditulis 

                        

as-Samā’ 
 

Asy-Syams 

 
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 ذوي ا���وض

 أه4 ا�-3�

 
ditulis 

 

ditulis 

 
Zawi al-furūḍ 

 

Ahl as-Sunnah 

 

X. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa 

disebut Pilkada atau Pemilukada, merupakan pemilihan umum untuk memilih 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh 

penduduk daerah setempat yang telah memenuhi syarat. Sebelumnya, Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dalam Undang-

Undang tersebut Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) 

belum dimasukkan dalam ranah Pemilihan Umum (Pemilu). Pilkada pertama kali 

diselenggarakan pada  bulan Juni 2005. 

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta 

Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik (Parpol) atau 

gabungan partai politik. Kemudian ketentuan ini diubah dengan munculnya 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pilkada 

juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan (independen) yang didukung 

oleh sejumlah orang. Undang-Undang tersebut sebagai hasil tindak lanjut Putusan 

Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal terkait peserta 

Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.1 

                                                           
1http://www.kpu-tangerangkota.go.id/p/pemilihan-umum-kepala-daerah-dan-wakil.html 

diakses pada 12 Desember 2015. 
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Perjalanan proses Pilkada di Indonesia memang belum menemukan kata 

paten. Pasalnya dalam setiap penyelenggaraan Pilkada selalu diwarnai dengan 

perdebatan yang panjang dan menuai kontroversi, mulai dari perubahan sistem 

pemilihan, revisi undang-undang, dan perubahan Peraturan KPU. Faktanya apa 

yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan belum semua 

mengatur permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan. 

Pada tahun 2015 khususnya bulan Februari, tatanan politik hukum di 

Indonesia segera berubah. Perdebatan panjang tentang langsung atau tidaknya 

penyelenggaraan Pilkada pun berakhir. Melalui rapat paripurna, DPR akhirnya 

mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi UU No. 8 Tahun 2015 dengan 

sejumlah revisi. Undang-Undang baru tersebut menegaskan bahwa Pilkada 

dilaksanakan secara langsung dan serentak.2 Hal ini mengacu pada pengajuan 

Rancangan Undang-Undang yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono hingga pengesahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai 

bagian dari sistem presidensial.3 

Ada beberapa aspek yang menjadi dasar disetujuinya Pilkada secara 

serentak, di antaranya dari segi penyelenggaraan, Pilkada serentak mendorong 

terciptanya efektivitas dan efesiensi.4 Dari segi proses mengisyaratkan kerja sama 

yang baik di antara partai politik sehingga tercipta demokrasi yang berkeadaban 

                                                           
2 Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, cet. Ke-1 (Jakarta: Expose, 2015), 

hlm. 11. 
 
3 Dimyati Hartono, Problematik dan solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 

(Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 64. 
 
4 Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, hlm.45. 
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(democratic civility), yakni demokrasi yang dapat berjalan sesuai dengan cita-cita 

demokrasi itu sendiri untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di dalam 

masyarakat dan meminimalisir terjadi benturan di antara berbagai kepentingan. 

Dari segi hasil, akan menciptakan pemerintahan daerah yang solid dan efektif. 

Dari segi politik birokrasi akan menciptakan siklus masa bakti yang lebih tertata.5 

Ternyata, Pilkada serentak mengubah realita politik di Indonesia. 

Rekruitmen kader secara bersamaan dan waktu pencalonan yang bersamaan tidak 

memungkinkan terjadinya redistribusi kader parpol antar daerah. Sesuatu yang 

sering terjadi pada saat Pilkada berserakan dalam waktu yang berbeda. Realita 

yang sering terjadi jika calon gagal di provinsi, mencalonkan kembali di 

kabupaten/kota lain, atau calon gagal di daerah A mencalonkan kembali di daerah 

B.6 

Di saat pemerintah dan KPU sibuk dengan persiapan pelaksanaan Pilkada 

serentak di 269 Kabupaten/Kota, muncul lagi satu masalah baru yang belum 

pernah dijumpai dalam sejarah pemilihan di Indonesia, yaitu masalah calon 

tunggal. Meskipun pada masa pendaftaran calon KPU telah memperpanjang 

waktu pendaftarannya seperti yang disebutkan dalam Peratutan Komisi Pemilihan 

Umum Pasal 49 ayat (8), ayat (9), dan Pasal 50 ayat (8), ayat (9). Namun tetap 

saja di beberapa daerah hanya menghasilkan satu pasangan calon, yaitu di 

Kabupaten Tasikmalaya, Blitar dan Timur Tengah Utara. 

                                                           
5 Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, hlm.46. 
 
6http://www.perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2133:siaran-pers-

solusi-calon-tunggal&Itemid=128 di akses pada 12 Desember 2015. 
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KPU sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyelenggarakan 

Pilkada mulai melakukan spekulasi, bahwa tiga daerah yang hanya memiliki satu 

calon akan diundur pemilihannya dalam Pilkada Serentak Februari 2017. Melihat 

keputusan KPU yang akan mengundur jadwal Pilkada pada daerah yang hanya 

memiliki satu pasangan calon akhirnya menuai kritik dari para tokoh. Seperti 

Effendi Ghazali (Pakar Komunikasi Politik) yang melayangkan berkas 

permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk 

melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 khususnya 

Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), 

Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6).7 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki wewenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan 

Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang (Judicial Review) secara 

teoritik maupun praktek dikenal ada 2 (dua) macam yaitu: Pengujian formal dan 

materil. Pengujian secara formal adalah apakah suatu produk legislatif dibuat 

sesuai dengan prosedur atau tidak, serta apakah suatu kekuasaan berhak 

mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedang pengujian secara Materil adalah 

wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-

undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal 

ini rumusan pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak membatasi 

                                                           
7http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/08/19/ntbgiv335-effendi-gazali-

gugat-larangan-calon-tunggal-pilkada-ke-mk di akses pada 14 Desember 2015. 
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hak-hak pengujian tersebut yang dibatasi oleh subjek yang diuji, yaitu undang-

undang.8 

Dalam permohonannya Effendi Gazali menitikberatkan apabila Pilkada 

dengan satu calon di undur maka akan terjadi kerugian hak konstitusional warga 

negara, sistem politik, dan demokrasi. Karena apabila penundaan itu terjadi maka 

jabatan kepala daerah akan diisi oleh Pelaksana tugas (PLT) yang secara 

kewenangannya sangat terbatas bila dibandingkan dengan kepala daerah definitif. 

Selain itu Effendi Gazali juga mengajukan bahwa apabila permohonannya 

diterima oleh MK maka pada proses pemilihan pasangan calon tunggal akan 

dihadapkan dengan pasangan kotak kosong.9 

Setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan 

gugatan yang diajukan oleh Effendi Gazali, akhirnya MK mengeluarkan Putusan 

Nomor 100/PUU-XIII/2015. Adapun isi dari Putusan Mahkamah tersebut ialah 

bahwa daerah yang hanya memunyai satu pasangan calon kepala daerah dapat 

mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember 2015. 

Mahkamah berpandangan Pemilihan Kepala Daerah wujud dari pelaksanaan 

kedaulatan rakyat dalam hal memilih dan dipilih, Jadi harus ada jaminan Pilkada 

tetap terselenggara. 

Di sisi lain, Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai ada bahaya yang tersembunyi di balik Putusan 

Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pasangan calon tunggal ikut Pilkada 

                                                           
8 Fatkhurohman dkk, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia,Cet. ke-

1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2004), hlm. 21. 
 
9 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal 

Pilkada. 
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serentak. Beliau beralasan jika terdapat pasangan calon kepala daerah yang ingin 

menang dengan cara mendesain Pilkada dengan pasangan calon tunggal sehingga 

memudahkan langkahnya untuk menjadi kepala daerah.10 

Dari uraian di atas tentang permasalahan calon tunggal dan putusan yang 

diambil oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan polemik bagi semua elemen 

masyarakat. Ada sebagian masyarakat menyatakan jika Pilkada harus diundur 

seperti yang terdapat dalam aturan tertulis maka seharusnya KPU dan semua 

masyarakat harus menerimanya. Seperti Effendi Gazali, tak sedikit pula tokoh dan 

masyarakat yang menolak jika Pilkada harus diundur dengan alasan kerugian hak 

dan perkembangan daerah. 

Oleh karena itu dari permasalahan yang timbul mendorong penulis untuk 

lebih jauh meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana latar belakang 

munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 sebagai 

hasil pengujian terhadap Undang-Undang No.8 tentang Pemilihan Kepala Daerah  

dan juga dipandang dari perspektif siyasah dusturiyah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penyusun 

membatasi permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 100/PUU-XIII/2015? 

2. Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah tentang Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015? 

                                                           
10http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12213#.VyoqM

GPbwYc di akses pada 12 Desember 2015. 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

a. Menjelaskan tentang bagaimana latar belakang munculnya  Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap perngujian 

dari UU No.8 tahun 2015 dalam Pilkada serentak 2015. 

b. Menjelaskan pandangan Siyasah Dusturiyah mengenai Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. 

2. Kegunaan 

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat 

memberi kemanfaatan secara teoritis maupun secara praktis, yaitu: 

a. Untuk memberikan wawasan yang lebih luas terhadap masyarakat 

tentang pemilihan dengan calon tunggal. 

b. Memberikan kontribusi pemahaman yang lebih jelas mengenai 

pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan sebuah penelusuran yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap berbagai literatur-literatur hasil penelitian yang ada baik berupa 

skripsi, jurnal, karya ilmiah maupun yang lainnya yang relevan atau memiliki 

keterkaitan dengan fokus permasalahan yang sedang diteliti. 

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada penulis 

menemukan beberapa literature yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang 
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penulis kaji. Diantara judul literatur yang dijadikan kajian dalam penelitian ini 

adalah : 

Pertama, buku karya Tjahjo Kumolo yang berjudul “Politik Hukum 

Pilkada Serentak” diterbitkan di Jakarta oleh Expose.11 Buku ini membahas 

tentang Pilkada Serentak 2015 yang merupakan proses baru dalam sejarah 

pemilihan di Indonesia. Mulai dari sejarah Pilkada di Indonesia, faktor yang 

mendasari munculnya Pilkada Serentak hingga permasalahan-permasalahan 

Pilkada dan penyelesaiannya. 

Kedua, skripsi Beni Parwadi tentang “ Keputusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Penetapan Calon Anggota Legislatif 

Berdasarkan Suara Terbanyak dalam Perspektif Siyasah Islamiyyah” . Dalam 

skripsinya Beni Parwadi menjelaskan tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang penetapan calon anggota legislatif dan 

hubungannya dengan siyasah Islamiyyah.12 

Ketiga, skripsi Egi Prayogi tentang “Sistem Pemilihan Kepala Daerah 

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004)”. Skripsi ini 

memiliki fokus pembahasan tentang prinsip-prinsip pemilihan dalam Islam yaitu 

syura, diantaranya sebagai berikut: persamaan, keadilan, kebebasan transparansi, 

dan kebersamaan. Dalam kesimpulannya Egi Prayogi menyatakan Pilkada 

                                                           
11 Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, cet. Ke-1 Jakarta: Expose, 2015. 
 
12 Beni Parwadi, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang 

Penetapan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Suara Terbanyak dalam Perspektif Siyasah 
Islamiyyah. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah, UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2010. 
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tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip pemilihan dalam Islam, dan bertujuan 

tercapainya kemaslahatan umat.13    

Berdasarkan buku dan skripsi diatas dapat dikatakan belum ada yang 

membahas tentang  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 

tentang calon tunggal dalam Pilkada berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah. 

Dapat disimpulkan bahwa judul yang penulis angkat adalah sangat penting dan 

aktual bagi proses Demokrasi di Indonesia khususnya dalam masalah Pilkada. 

E. Kerangka Teori 

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat 

dan bernegara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan 

rakyat secara umum. Untuk mewujudkan kemaslahatan pada level praktek politik, 

dalam diskursus fiqh dikenal dengan terminologi siyasah syar’iyyah. 

Secara etimologi siyasah berasal dari kata sasa yang dalam kamus Al-

Munjid dan Lisan al-‘Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah.14 

Sedangkan secara terminologi menurut Ibnu ‘Aqil siyasah  adalah suatu tindakan 

yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar 

dari kerusakan.15 Sedangkan dalam Lisan al-‘Arab siyasat adalah mengatur atau 

memimpin sesuatu dengan cara mengarahkan pada kemaslahatan. Dari definisi 

siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqil di atas mengandung beberapa pengertian. 

                                                           
13 Edi Prayogi, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pasal 24 

UU No. 32 Tahun 2004). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah, UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.  

 
14

 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah; ajaran, sejarah dan pemikiran. Cet. ke-4 (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 22-23. 

 
15 Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqh, kuliyat da’wah al Islami. (Jakarta : Radar Jaya Pratama, 

1997), hlm. 89.  
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Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu bertujuan untuk kepentingan 

orang banyak. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat 

alternatif dari beberapa pilihan untuk mencari mana yang lebih dekat pada 

kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. 

Secara prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan, di 

mana siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup 

bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing kepada kemaslahatan. 

Berangkat dari definisi di atas pula siyasah terbagi atas dua sifat yaitu umum dan 

khusus. Siyasah yang bersifat umum yaitu siyasah yang tidak memperhatikan 

nilai-nilai syariat agama sekalipun tujuannya untuk kemaslahatan, corak siyasah 

tersebut dikenal sengan istilah siyasah wadh’iyat, yaitu siyasah yang berdasarkan 

pada pengalaman sejarah, adat masyarakat, serta hasil pemikiran manusia dalam 

mengatur hidup.16 Adapun siyasah yang bersifat khusus yaitu siyasah yang 

berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan atau syariat, corak siyasah ini dikenal 

dengan siyasah syar’iyah atau fiqh siyasah (dua istilah yang berbeda namun 

mengandung pengertian yang sama), yang secara pengertiannya merupakan 

siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama 

dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur 

manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.17 

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan definisi terkait hubungan siyasah 

syar’iyyat dan fiqh siyasah yaitu pengelolaan masalah umum bagi negara 

                                                           
16 Abdur Rahman Taj, Al-Siyasat al-Syar’iyat wa al-Fiqh al-Islami, (Mishr: Dar al-Ta’lif,  

1953), hlm. 10-11. 
 
17

 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah; ajaran, sejarah dan pemikiran, hlm. 24-25. 
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bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari 

kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsipnya 

meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid. Adapun 

yang dimaksud masalah umum ialah setiap urusan yang memerlukan pengaturan 

baik mengenai perundang-undangan, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, 

penetapan hukum, peradilan, serta kebijaksanaan dalam urusan dalam dan luar 

negeri.18 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya fiqh siyasah atau 

siyasah syar’iyyah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal serta seluk-beluk 

pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan 

kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-

dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.19 Selain itu, 

fiqh siyasah juga mempelajari segala konsep dan teori baik yang pro maupun 

kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan menurut Islam. 

 Dari berbagai pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa terdapat 

hubungan antara fiqh dan fiqh siyasah atau siyasah syar’iyyah dalam sistem 

hukum Islam, di mana baik fiqh maupun siyasah syar’iyyah merupakan hukum-

hukum Islam yang digali berdasarkan sumber yang sama dan ditetapkan untuk 

mewujudkan kemaslahatan. Perbedaannya terletak pada pembuatannya, di mana 

                                                           
18 Ibid, hlm. 25. 
 
19 Ibid, hlm. 26. 
 



12 

 

 

 

fiqh ditetapkan oleh mujtahid sedangkan siyasah syar’iyyah ditetapkan oleh 

pemegang kekuasaan.20 

Secara ruang lingkupnya, menurut Abdul Wahab Khallaf fiqh siyasah atau 

siyasah syar’iyyah terbagi atas tiga bidang kajian, yaitu siyasah dusturiyah 

syar’iyyah, siyasah maliyah syar’iyyah, dan siyasah kharjiyyah syar’iyyah. 

Berbeda dengan Abdul Wahab khallaf, Abdurrahman Taj membagi bidang kajian 

fiqh siyasah menjadi tujuh macam yaitu siyasah dusturiyah, siyasah tasyri’iyyah, 

siyasah qadha’iyyah, siyasah maliyah, siyasah idariyyah, siyasah tanfidziyyah, 

dan siyasah kharijiyyah.21 

Selanjutnya dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah Imam al-Mawardi 

membagi ruang lingkup fiqh siyasah terdiri atas siyasah dusturiyah (siyasah 

perundang-undangan), siyasah maliyah (siyasah keuangan), siyasah qada’iyyah 

(siyasah peradilan), siyasah harbiyyah (siyasah peperangan), dan siyasah 

‘idariyyah (siyasah administrasi).22 

Siyasah dusturiyah yang termasuk dalam ruang lingkup siyasah syar’iyyah 

secara umum membahas permasalahan hubungan antara pemimpin di satu pihak 

dan rakyat di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam 

masyarakatnya. Namun secara khususnya siyasah dusturiyah dibatasi hanya 

membahas tentang peraturan perundang-undangan yang bertujuan demi 

kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Persoalan mengenai 

                                                           
20 Ibid, hlm. 26-27. 
 
21 Mujar Ibnu Syarif dan Khumami Zada, Fiqh Suyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik 

Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 16-17. 
 
22

 A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi  Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 
Syari’ah, (Jakarta: Prenada Kencana Grup, 2009), hlm. 30. 
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siyasah dusturiyah tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil kully, yakni baik al-

Qur’an, hadits, maqasid syariah serta semangat Islam dalam mengatur 

masyarakat.23 

Di dalam al-Qur’an surat al-Qasas diterangkan bahwa: 

وا"!  ��	� ���ك ا� ا��ار ا���ة و� ��� 
���� �� ا��
�� وأ��� آ	�أ��� ا� 

24إ��� و� ��  ا�$��د �+ ا*رض إن ا� � #&% ا�	$��#�  

Ayat ini mengandung makna bahwa apa yang seharusnya menjadi dasar 

tujuan dari kehidupan, dan bagaimana mengatur alam ini beserta isinya tanpa 

menimbulkan kerusakan padanya, serta pentingnya mengatur kehidupan di dunia 

demi meraih kehidupan di akhirat. 

Siyasah dusturiyah mencakup bidang yang komplek, seperti persoalan dan 

ruang lingkupnya (pembahasan), persoalan imamah (hak dan kewajibannya), 

persoalan rakyat (hak dan kewajibannya), persoalan bai’at, persoalan waliyul 

ahdi, persoalan perwakilan, persoalan ahlul halli wal aqdi, dan yang terakhir 

persoalan wuzaroh dan perbandingannya.25 

Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa persoalan rakyat (hak dan 

kewajibannya) menjadi pembahasan penting dalam siyasah dusturiyah. Abu A’la 

al-Maududi menyebutkan bahwa terkait hak-hak rakyat tersebut meliputi: 

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya. 

2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi. 
                                                           

23 Ibid, hlm. 47. 
 
24 Al Qasas (28): 77. 
 

 25 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 
Kencana, 2014), hlm. 154. 
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3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, dan 

4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas 

dan kepercayaannya. 

Untuk mendukung berjalannya prinsip dari siyasah dusturiyah, yang mana 

bertujuan untuk kemaslahatan dan terpenuhinya kebutuhan manusia maka tidak 

lepas dari prinsip-prinsip siyasah. Kita ketahui bahwa jika prinsip-prinsip dalam 

Islam diterapkan secara maksimal dalam kehidupan, terutama dalam 

kenegaraan/pemerintahan, maka akan terwujudlah kehidupan yang aman, tentram, 

damai dan sejahtera. 

F. Metode Penelitian 

Metode yang secara pengertiannya adalah cara bertindak menurut sistem 

dan aturan tertentu. Maksud dari metode ialah supaya kegiatan praktis terlaksana 

dengan rasional dan terarah, serta mencapai hasil yang optimal.26 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan 

data dan informasi dengan cara menelaah semua bahan-bahan pustaka 

yang tersedia di perpustakaan dan tempat lain yang relevansinya dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Yakni terkait Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal 

dalam Pilkada. 

 

                                                           
26 Anton Bekker, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 10. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yang bersifat 

deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang akan berusaha 

mendeskripsikan dan mencatat semua persoalan yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Yaitu dengan menjabarkan tentang: Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Bahwa Pilkada di 

tiga kabupaten dengan hanya satu calon dapat dilaksanakan pada Pilkada 

serentak 9 Desember 2015 secara jelas dan terperinci. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan  

yuridis, normatif, dan politis. Pertama, pendekatan yuridis terhadap 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan undang-

undang terkait lainnya. Kedua, pendekatan normatif  pada norma-norma 

dan kaidah-kaidah agama27 serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip 

siyasah. Ketiga, pendekatan politis dimana dalam meneliti permasalahan 

yang penulis angkat tidak lepas dari kepentingan-kepentingan yang 

bersifat politis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research), maka dari itu teknik yang digunakan 

adalah pengumpulan data-data dan literatur yang ada relevansinya 

dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam 

                                                           
27 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 787. 
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penelitian ini, data-data dan literatur akan diklasifikasikan ke dalam tiga 

bagian, yaitu data primer, sekunder dan tersier. 

Data primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam 

penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan 

langsung dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menjelaskan 

tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang 

membolehkan terlaksananya Pilkada di tiga daerah yang hanya 

mempunyai satu calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 9 Desember 

2015, persperktif siyasah dusturiyah dan buku-buku yang spesifik dalam 

membahas masalah tersebut. 

Data sekunder adalah memberikan penjelasan atau membahas 

lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer, 

dalam hal ini adalah buku, majalah, surat kabar, artikel, makalah, dan 

dokumen-dokumen lainnya. Data tersier adalah data yang memberikan 

penjelasan terhadap data Primer dan data Sekunder, dalam hal ini adalah 

kamus Ensiklopedia.28 

5. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif. Penulis mengkualifikasiakan data-data yang bersifat umum, 

dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data 

yang diperoleh disususn dan dideskripsikan. 

 

                                                           
28 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Cet Ke-II, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1996), hlm. 50-51. 



17 

 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulis dalam memberikan arah yang jelas terhadap penyusunan penelitian 

ini, maka sistematikanya dapat disusun sebagai berikut: 

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi mengenai teori atau dasar pemikiran yang digunakan 

untuk membahas masalah calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 

2015  ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 ini 

dengan menggunakan teori Politik Islam (siyasah), lebih khususnya teori siyasah 

dusturiyah, dan prinsip-prinsip siyasah. 

Bab ketiga membahas tentang sejarah dan dinamika seputar Pilkada di 

Indonesia, gambaran umum tentang Pilkada Serentak, Latar belakang Munculnya 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal 

Pilkada dan mekanisme pemilihannya. 

Bab keempat membahas tentang analisis penulis yang berpijak pada bab-

bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab apa yang ada dalam rumusan 

masalah. Serta mensinkronkan nilai-nilai yang terkandung dalam fiqh siyasah 

khususnya siyasah dusturiyah dan prinsip-prinsip siyasah dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan Pilkada walau hanya dengan satu calon 

dan mekanismenya. 

Bab kelima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi 

tentang kesimpulan penulis yang diikuti oleh saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berangkat dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya sampailah kini pada 

pembahasan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang menjadi titik  

awal penelitian ini. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil, sebagai 

berikut: 

1. Kemunculan fenomena calon tunggal dalam Pilkada serentak  2015 

berawal dari terdapat hanya satu pasangan calon kepala daerah di tiga 

wilayah yaitu Kabupaten Blitar, Tasikmalaya dan Timur Tengah Utara 

yang memenuhi syarat saat masa pendaftaran. Bahkan hingga KPU 

membuka perpanjangan masa pendaftaran tahap ketiga, ketiga daerah 

tersebut masih hanya menyisakan satu pasangan calon. Namun dalam 

realita minimnya pasangan calon dalam Pilkada serentak 2015 bukanlah 

sesuatu yang natural, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

munculnya masalah krisis paslon tersebut diantaranya: pertama, masalah 

partai politik yang tidak atau belum menyiapkan kader-kadernya untuk 

mengikuti Pilkada karena terlalu fokus pada masalah KMP dan KIH. 

Kedua, kurangnya kesiapan dari para calon yang berlatar belakang PNS 

untuk melepas jabatannya jika ingin maju dalam Pilkada. Ketiga, para 

calon kepala daerah mengeluhkan beratnya syarat yang harus dipenuhi 

mulai dari syarat dukungan hingga dana yang harus dikeluarkan. Keempat, 
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momok tentang kuatnya calon petahana yang maju dalam Pilkada 

membuat para calon dan partai politik berfikir dua kali untuk maju. 

Dari beberapa faktor diatas, dapat ditarik satu kesimpulan untuk 

menggambarkan faktor-faktor tersebut yaitu kesiapan. Jika partai politik 

dan pasangan calon benar-benar mempersiapkan diri mulai dari niat, 

mental dan administratif untuk maju menghadapi Pilkada serentak bisa 

jadi masalah calon tunggal tidak akan muncul. Karena masalah calon 

tunggal bukan hanya menghambat proses demokrasi di Indonesia, namun 

juga kemaslahatan masyarakat khususnya di daerah.  

2. Terkait pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal Pilkada, 

ketentuan dasar yang menjadi landasan putusan tersebut adalah untuk 

melindungi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. 

Hal tersebut sesuai dengan prinsip fiqh siyasah yang mengatakan bahwa 

kebijakan yang dibuat oleh penguasa harus sejalan dengan ajaran Islam 

untuk mewujudkan kemaslahatan.  

Meskipun tidak dapat dipungkiri dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemimpin tidak dapat menaungi seluruh aspirasi masyarakat, namun 

kemaslahatan umum harus didahulukan. Seperti Putusan Mahkamah 

Konstitusi yang mengizinkan calon tunggal di tiga daerah ikut dalam 

Pilkada serentak 2015, meskipun dari beberapa pengamatan mengatakan 

putusan tersebut memiliki kelemahan. Namun, Mahkamah melihat ada hal 

yang lebih penting daripada harus menunda Pilkada yaitu dampak yang 
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ditimbulkan penundaan tersebut, jika penundaan Pilkada benar-benar 

terjadi di tiga daerah yang hanya meiliki satu pasangan calon maka kursi 

jabatan akan diisi oleh PLT (Pelaksana Tugas) yang secara 

kewenangannya sangat terbatas.  

Perihal mekanisme pemilihan calon tunggal yang baru kali pertama terjadi 

dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, Mahkamah Konstitusi 

dalam putusannya menjelaskan bahwa proses pemilhannya adalah dengan 

memilih setuju atau tidak setuju yang dinilai lebih demokratis. Imam Al-

Mawardi menjelaskan bahwa mayoritas fuqaha sepakat apabila dalam 

suatu pemilihan hanya terdapat satu calon (tidak ada pesaing) yang 

memenuhi persyaratan, maka pemilhan harus tetap dilaksanakan dengan 

cara meminta restu kepada masyarakat (kelompok pemilih) untuk memilih 

calon tersebut dan mengangkatnya menjadi pemimpin. Jika tidak maka 

mereka dinyatakan berdosa. 

Di sini penulis setuju dengan langkah yang diambil oleh Mahkamah 

Konstitusi yang menetapkan bahwa calon tunggal dapat ikut dalam 

Pilkada serentak 2015. Namun, untuk menindaklanjuti agar kebijakan 

tersebut kelak tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin 

memenangkan Pilkada melalui jalan mendesain calon tunggal, maka 

sekiranya perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam oleh pemerintah 

untuk membatasi praktek-praktek yang akan menimbulkan kerugian dan 

kehilangan hak rakyat. 
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B. Saran-Saran 

Adapun saran-saran yang penulis ingin sampaikan, yaitu sebagai berikut: 

 Dalam pembuatan undang-undang, putusan, peraturan dan kebijakan lain 

terkait kepentingan umum haruslah berdasar pada kemaslahatan. Mengingat 

beban yang diemban oleh pemimpin atau pemerintah sangatlah berat, karena harus 

berhadapan dengan berbagai kepentingan maka diharapkan mampu menciptakan 

kebijakan-kebijakan yang mengedepankan kemaslahatan dan meminimalisir 

kemufsadatan.  

Pilkada serentak 2015 yang menjadi awal pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah dengan sistem langsung dan serentak, terjadi banyak kekurangan di 

dalamnya. Namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang 

membahas tentang calon tunggal, akhirnya pelaksanaan Pilkada serentak di tiga 

daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dapat terlaksana. Karena tahapan 

pelaksanaan Pilkada serentak masih akan tetap berlanjut, diharapkan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi  pada Pilkada 2015 menjadi 

pembelajaran untuk Pilkada serentak kedepannya. Penulis menyarankan, 

pembenahan yang perlu diperhatikan dimulai dari undang-undang khususnya 

masalah persyaratan calon Pilkada, peranan parpol dalam meningkatkan 

pendidikan politik kepada kader-kadernya guna persiapan mengikuti Pilkada dan 

saknsi kepada pastai politik apabila ditemukan indikasi kesengajaan tidak 

menyiapkan kader untuk mengundur pelaksanaan Pilkada. 

Penulis mengakui dalam penelitian ini pasti terdapat banyak kekurangan, 

namun penulis berharap dari penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian 
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Pilkada serentak kedepannya. Tak lupa penulis berlapang dada menerima kritik 

dan masukan untuk penelitian ini demi kebaikan bersama. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR TERJEMAHAN 

NO HALAMAN BAB FN TERJEMAHAN 

1 10 I 18 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, 
dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (keni’matan) duniawi dan berbuat baiklah 
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 
berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berbuat kerusakan. 

2 17 II 5 

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi 
pemerintahan negara manapun seperti terbukti 
di dalam perundang-undangan, peraturan 
peraturannya dan adat istiadatnya. 

3 20` II 17 

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan 
kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka 
berilah keputusan (perkara) di antara manusia 
dengan adil dan janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu 
dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang 
yang sesat dari jalan Allah akan mendapat 
azab yang berat, karena mereka melupakan 
hari perhitungan. 

4 20 II 18 

Apabila seorang hakim memutuskan hukum 
sesudah hakim berijtihad kemudian tepat, 
maka dia memperoleh pahala dua kali lipat. 
Dan apabila dia berijtihad lalu memutuskan 
kemudian salah, maka mendapat satu pahala. 

5 21 II 21 
Imamah itu obyeknya adalah khilafah 
nubuwwah dalam menjaga agama serta politik 
yang sifatnya duniawi. 

6 22 II 23 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 
dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di 
antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 
ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya. 



II 
 

7 26 II 30 

Dari Ibnu ’Umar r.a, dari Nabi SAW 
bahwasannya beliau bersabda : “ Wajib atas 
seorang muslim untuk mendengar dan taat 
(kepada penguasa/umaraa’) pada apa-apa yang 
ia sukai atau ia benci, kecuali apabila ia 
menyuruh untuk berbuat kemaksiatan. Apabila 
ia menyuruh untuk berbuat maksiat, maka 
tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. 

8 29 II 37 

Dan (bagi) orang-orang yang menerima 
(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan 
shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) 
dengan musyawarat antara mereka, dan 
mereka menafkahkan sebagian dari rezeki 
yang Kami berikan kepada mereka. 

9 30 II 39 

Hai manusia, sesungguhnya Kami 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 
kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah ialah orang yang paling taqwa di antara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal. 

10 32 II 42 

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-
anak Adam, Kami angkut mereka di daratan 
dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari 
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka 
dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah Kami 
ciptakan. 

11 37 II 49 

Dari Abu Umar r.a, dari Nabi SAW 
bahwasannya beliau bersabda : “ Wajib atas 
seorang muslim untuk mendengar dan taat 
(kepada penguasa/umaraa’) pada apa-apa yang 
ia sukai atau ia benci, kecuali apabila ia 
menyuruh untuk berbuat kemaksiatan. Apabila 
ia menyuruh untuk berbuat maksiat, maka 
tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. 

12 39 II 54 

Dari Abu Sa’id dan Abu Hurairoh ra berkata, 
Rasulullah SAW bersabda: Jika tiga orang 
berada dalam suatu perjalanan maka hendaklah 
mereka mengangkat salah seorang dari mereka 
sebagai pemimpin. 



III 
 

13 74 IV 13 
Tindakan imam terhadap rakyatnya harus 
dikaitkan dengan kemaslahatan. 
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